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BERITA  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR :  63                                   2013                                        SERI : E   
 

PERATURAN WALIKOTA BEKASI 
NOMOR 63 TAHUN 2013 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEGIATAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BEKASI 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BEKASI, 
Menimbang    :a. bahwa pengelolaan kegiatan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah harus dilakukan secara optimal, 
tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggungjawab, dengan memperhatikan keadilan dan 
manfaat, yang ditujukan untuk mendorong peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, maka Peraturan Walikota 
Bekasi Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan 
dilakukan penyempurnaan Juknis sehingga sesuai 
dengan kondisi saat ini; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu diatur ketentuan 
mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi 
yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

 
Mengingat     :1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3663); 
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    2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1999 Nomor  54,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3833); 

   3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3851); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004  tentang 
Perbendaharaan Negara  (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun   2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor  66,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia   Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor  126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4438); 

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2007  
Nomor  33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

12. Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 2000 tentang 
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3955); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3955); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3957); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4532); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan  Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik    Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4855); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006  tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara   Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4737);  

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4741); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4817); 

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

26. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata 
Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 
Nomor 4 Seri A); 

28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E). 

 
Memperhatikan :1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

2. Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor 45/PMK.05/2007  
tentang Perjalanan  Dinas  Jabatan Dalam  Negeri  bagi  
Pejabat Negara, Pegawai Negeri  dan  Pegawai Tidak  
Tetap beserta  perubahan- perubahannya; 
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3. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Ketua Bappenas Nomor Kep. 120/Kep/7/1994  
tentang Sistem Pemantauan dan  Pelaporan Pelaksanaan 
Proyek-proyek Pembangunan;  

4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 
Nomor 332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah  
Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan 
Pedoman  Pengadaan Jasa Konstruksi; 

6.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

7.  Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2009 
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat;  

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2009 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat 
sebagamana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2009 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;  

9.  Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri E) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E); 

10. Berita Acara Finalisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan 
Kegiatan APBD Kota Bekasi Nomor 915/50.1-
EkbangTP/XII/2013. 

 

      MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan    : PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG  PETUNJUK   TEKNIS 
PENGELOLAAN KEGIATAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BEKASI. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal   1 
 

 Dalam  Peraturan Walikota ini yang  dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Bekasi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur  

penyelenggara Pemerintah daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Bekasi. 
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota Bekasi. 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di  Lingkungan Pemerintah  Kota Bekasi 
yang bertanggung  jawab kepada Walikota dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah dan  Sekretariat 
DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan    Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, 
dan Lembaga Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis 
pada SKPD di Lingkungan  Pemerintah  Kota Bekasi yang melaksanakan 
sebagian tugas operasional di lapangan/wilayah kecamatan. 

8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan  masa 
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 
sumberdaya yang  tersedia. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang  selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Bekasi yang 
dibahas dan  disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Bekasi dan   DPRD 
Kota Bekasi. 

10. Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan pada Anggaran Belanja 
Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis 
adalah pedoman perencanaan, pelaksanaan meliputi pengelolaan 
kegiatan dan anggaran memuat uraian mengenai pejabat dan unsur 
pengelola kegiatan APBD, Pelaksanaan kegiatan serta kepanitiaannya, 
penataausahaan kegiatan APBD, mekanisme pengelolaan dan pencairan 
anggaran, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, unit layanan pengadaan 
(ULP) dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan Pengendalian 
Pelaksanaan Kegiatan yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan 
pelaksana pengendalian, pemantauan/monitoring, evaluasi dan 
pelaporan. 
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11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi  SKPD yang 
dipimpinnya. 

12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
barang milik daerah. 

13. Kuasa  Pengguna  Anggaran adalah  pejabat yang  diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan  Pengguna Anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD serta untuk 
menggunakan anggaran SKPD. 

14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut  PPK adalah 
pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran sebagai pemilik 
pekerjaan, untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat pada Sekretariat Badan/Lembaga dan/atau Bagian 
Tata Usaha pada SKPD yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 
pada SKPD. 

16. Pejabat Pelaksana Teknis  Kegiatan yang  selanjutnya   disingkat PPTK  
adalah  pejabat  pada  unit  kerja SKPD yang melaksanakan   satu atau  
beberapa kegiatan dari  suatu program sesuai   dengan bidang tugasnya. 

17. Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan 
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa 
yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 

18. Panitia Pengadaan Barang/Jasa  adalah tim yang diangkat oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan 
pemilihan penyedia barang/jasa. 

19. Unit layanan pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit 
Organisasi pemerintah yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan 
barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat 
pada unit yang sudah ada. 

20. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE 
adalah unit yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan 
pengadaan barang/jasa secara elektronik. 

21. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian 
pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

22. Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang 
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil 
pekerjaan. 

23. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan 
yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa 
lainnya. 
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24. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 
bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. 

25. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan 
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik 
lainnya. 

26. Jasa Konsultasi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian 
tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah 
pikir (brainware). 

27. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola 
yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyedia Jasa Konsultansi, 
Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang. 

28. Bendahara  Pengeluaran adalah pejabat  fungsional   yang diangkat oleh 
Walikota atas usul PPKD  yang  mempunyai tugas untuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-
jawabkan uang Belanja dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD 

29. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang  melaksanakan satu atau 
beberapa program/kegiatan. 

30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota dan 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah,  mempunyai tugas menyiapkan dan 
melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan   APBD, 
yang  keanggotaannya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, 
pengendali Kota dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

31. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih  baik 
melalui upaya yang dilakukan secara terencana oleh semua komponen 
dalam  rangka mencapai tujuan. 

32. Rencana Kerja dan  Anggaran SKPD yang  selanjutnya   disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
rencana  pendapatan,  belanja,  program dan kegiatan serta rencana 
pembiayaan sebagai  dasar penyusunan APBD. 

33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap 
SKPD dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna 
Anggaran. 

34. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau 
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 
kuantitas dan kualitas yang  terukur. 
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35. Anggaran Kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan 
pendekatan tingkat pelayanan atau  hasil   yang diharapkan dapat 
dicapai, baik keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan  
pengaruh/dampak (impact). 

36. Program   adalah  penjabaran  dari kebijakan SKPD  dalam bentuk   
upaya  yang berisi  satu atau lebih kegiatan berdasarkan skala prioritas 
dengan menggunakan sumberdaya  yang disediakan  untuk  mencapai  
hasil   yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 

37. Kegiatan adalah  bagian dari program yang  dilaksanakan oleh satu  atau   
lebih  unit kerja  pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian  sasaran 
terukur pada suatu program berdasarkan skala prioritas dan terdiri  dari  
sekumpulan tindakan   pengerahan  sumber  daya,  baik yang berupa 
personal (sumberdaya manusia), barang modal  termasuk peralatan dan  
teknologi, dana, atau kombinasi dari   beberapa atau semua jenis 
sumberdaya  tersebut, sebagai  masukan (input) untuk  menghasilkan  
keluaran  (output) dalam bentuk barang/jasa. 

38. Sasaran atau Target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program  
atau   keluaran yang  diharapkan   dari  suatu kegiatan. 

39. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang    dihasilkan oleh 
kegiatan yang dilaksanakan untuk  mendukung pencapaian sasaran dan  
tujuan program serta kebijakan. 

40. Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

 
BAB II 

SISTEMATIKA 
Pasal   2 

(1)  Sistematika Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan pada  Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi adalah sebagai         
berikut :      
BAB I : PENDAHULUAN 
 Memuat uraian mengenai latar belakang, 

maksud dan tujuan serta dan sistematika 
penulisan. 

BAB II :  PENGELOLAAN  KEGIATAN  
 Memuat uraian mengenai Penyusunan 

RKA-SKPD dan DPA-SKPD, Unsur Pengelola 
Kegiatan, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan  
serta kepanitiaannya dan mekanisme 
pencairan/pembayaran kegiatan yang 
dilaksanakan oleh pihak penyedia 
barang/jasa. 
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BAB I I I  : PENGADAAN BARANG/JASA 
 Memuat uraian mengenai kebijakan 

umum pemerintah Kota Bekasi dalam 
pengadaan barang/jasa, prinsip dasar 
pengadaan barang/jasa, pembiayaan 
pengadaan barang/jasa, organisasi 
kegiatan pengadaan barang/jasa, tugas, 
wewenang dan tanggung jawab, Unit 
Layanan Pengadaan (ULP), Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), 
Pengadaan yang dilaksanakan Penyedia 
barang/jasa, pengadaan barang/jasa 
secara swakelola, larangan, 
pengumuman pengadaan barang/jasa, 
penyusunan Harga Perkiraan Sendiri 
(HPS), penyusunan Kerangka Acuan 
Kerja (KAK), kontrak pengadaan 
barang/jasa, Pelaksanaa kontrak, sanksi, 
metode pemilihan penyedia barang/jasa. 

BAB  IV  : PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
 Memuat hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksana pengendalian, pemantauan/ 
monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

 
(2) Isi dan uraian Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan pada Anggaran 

Belanja Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal  3 

 
Pada saat Peraturan  Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Walikota Bekasi Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi  dicabut  
dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal  4 

 
Hal-hal  yang   belum   cukup   diatur dalam   Peraturan  Walikota ini 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut 
dengan Keputusan Walikota. 
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Pasal  5 

Peraturan  Walikota  ini  mulai   berlaku   pada  tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam  Berita Daerah Kota Bekasi. 
 
 

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 16 Desember 2013      
 
WALIKOTA BEKASI, 
 
        Ttd/Cap 
 
RAHMAT EFFENDI 

 
Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 16 Desember 2013        

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
  
                 Ttd/Cap  

 
RAYENDRA SUKARMADJI 

 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI  TAHUN 2013  NOMOR 6 3  SERI E   
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